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DPR diwanti-wanti
tak meloloskan
regulasi pro LGBT.

JAKARTA — Isu yang be-
rembus seiring pernyataan Ke-
tua MPR Zulkifli Hasan tentang
dukungan terhdap LLGBT di par-
lemen ditanggapi berbagai pi-
hak. Polemik pernyataan itu juga
memicu ormas Islam menya-
takan sikap.

Ketua Umum PP Muham-
madiyah Haedar Nashir menya-
yangkan jika benar ada fraksi di
DPR yvang mendukung legalisasi
L.GBT. Menurut dia, seharusnya
seluruh fraksi di parlemen me-
mahami Pancasila, khususnya
sila pertama vang menegaskan
pentingnya nilai-nilai agama.

Lagi pula, ia menekankan,
penolakan terhadap legalisasi
LGBT tidak berarti mengabaikan
sisi kemanusiaan. Menurut Hae-
dax., orang-orang vang mengidap
suatu kelainan seksual juga ber-
hak memeroleh terapi dan
perhatian dari negara.

“Jangan jadikan Indonesia
sebagai negara sekuler yang apa
saja beleh. meskipun atas nama
demokrasi dan hak asasi manu-
sia,"” kata Haedar kepada Repu-
blika, kemarin. Haedar berha-
rap, seluruh umat beragama di
Indonesia bersatu untuk mewas-
padai adanya pengakuan hukum
atas perilaku LGBT.

Bila kemudian  terungkap
legalisasi LGBT didukung suatu
parpol, kata Haedar, rakyat In-
donesia perlu menghukum par-
tai itu pada pemilihan umum
mendatang.

Sementara, Ketua Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Muhammad Sulton Fatoni me-~
nuturkan, masalah terkait LGBT
Jjuga telah dikaji saat penyeleng-
garaan Musyawarah Nasional
Alim Ulama dan Konferensi Be-
sar Nahdlatul Ulama (Munas
dan Konbes N1), yang digelar di

Lombok pada 23 hingga 25 No-

vember lalu.

Dalam Munas dan Konbes
NU tersebut, PBNU mengkaji
masalah LGBT harus disesuai-
kan dengan tradisi, nilai, dan
norma masyarakat Indonesia
yang mayoritas Muslim. "Saya
vakin DPR akan memutuskan
sesuai dengan aspirasi masya-
rakat,” kata dia.

Sementara, anggota Dewan
Pakar Ikatan Cendikiawan Mus-
limn Indonesia (ICMI) Pusat, An-
ton Tabah Digdoyo., mengapre-
siasi aksi penolakan LGBT oleh
sejumlah anggota dan fraksi di
DPR.

Apalagi, kata Anton, bangsa
Indonesia layak merujuk kepada
agama. Sebab dasar NKRI ada-
lah Ketuhanan Yang Maha Esa
yvang mewajibkan setiap WNI
tanpa keeuali harus menaati
agamanya; dengan berdasarkan
kitab sucinya. “Setiap walkil ralk-
yat wajib memahami Pancasila
dan UUD 1945. Jangan kalah de-
ngan Presiden Rusia Putin. Ne-
gara dengan background ideo-
logi komunis saja bisa tegas me-
larang LGBT. Kenapa WKRI ti-
dak?” kata Anton dalam pernyva-
taannya yang diterima Repu-
blika, kemarvrin.

Ketua Umum PP Nasyiatul
Aisyiyah Diyah Puspitarini juga
mengajak semua elemen lebih
tanggap menyikapi gerakan
LGBT di Indonesia. Menurut
Diyvah, LGBT harus dilihat dari
dua sisi.

Ta beranggapan, secara kons-
titusi LGBT memang tak bisa
dilegalkan di Indonesia, ter-
utama yang berkaitan dengan
pernikahan. Namun, ia mene-
gaskan, secara psikologis orang
LGBT perlu disadarkan kembali
ke jalan yang benar dan tak
menyebarkan perilakunya.

Dengan demikian, menurut
Diyah, DPR sebagai wakil rakyat
harus tanggap dengan persoal-
an-persoalan di arus bawah,
termasuk I.LGBT. Sebab, ia me-
nyebut, gerakan LGBT sudah
meresahkan apabila komunitas-
nya muncul di permukaan.

Hal itu berpotensi menjadi

gaya hidup yang ditiru generasi
muda. “DPR mesti tegas dalam
hal ini tentang aturan-aturan
tersebut, termasuk untuk LGBT
ini,” ujar dia.

Sementara dari kalangan
kampus, Universitas Islam Indo-
nesia (UIl) menegaskan sikap-
nya atas polemik LGBT yang be-
lakangan muncul. Sivitas akade-
misi Ul meminta DPR mene-
gaskan status pencabulan sesa-
ma jenis sebagai tindak pidana.

“Kami mengimbau DPR RI
agar memasukkan tindakan
LGBT sebagai perbuatan tindak
pidana yang harus diberikan
hukuman berat. Tindakan LGBT
merupakan gaya hidup yang
berkembang yang meresahkan
masyarakat dan membahayakan
moral,” bunyi salah satu poin
pernyataan yang dibacakan
Rektor UIl Nandang Sutrisno
dalam pernyataan di Sleman,
Yogyakarta, kemarin.

Mereka juga mendorong
masyarakat menghukum parpol-
parpol yang menunjukkan ke-
berpihakan pada gerakan-gerak-
an LGBYT dalam pemilihan
umum nanti.

Sementara itu, aktivis advo-
kasi hak-hak LGBT, Hartoyo me-
minta pemerintah dan semua
pihak agar memandang kaum-
nya sebagai manusia dan warga
negara Indonesia. Ia menekan-
kan, mereka hanya ingin hak-
hak mereka terpenuhi.

“Apa yvang kami perjuang-
kan, yva kami ingin dipandang
dan diperlakukan sebagai manu-
sia,” kata Hartoyo saat dihu-
bungi Republika, kemarin. Ia
menjanjikan, para aktivis LGBT
akan tetap konsisten membela
hak-hak dasar kaum LGBT yvang
menuruinya masih banyak didis-
kriminasi.

"Hartoyo juga meminta
pihak-pihak penoclak LGBT agar
tetap adil dalam mengeluarkan
aspirasi dan pandangan merecka.
“Tidak setuju boleh. asal baik-
baik saja ketika mengeluarkan
aspirasinya. Dengan cara yang
baik pula.
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